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BQB Fundamentalisme, Radikalisme
dan Terorisme

1. Pengertian Fundamentalisme

Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau
agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-
dasar atau asas-asas (fundamental). Karenanya, kelompok-kelompok yang
mengikuti paham ini sering kali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain
bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri
sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan
mereka yang iman atau ajaran agamanya telah “tercemar”.Kelompok
fundamentalis mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks
Kitab Suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih
kekuasaan politik demi mendesakkan kejayaan kembali ke tradisi mereka (Bruce,
Steve, 2000).

Secara mendasar fundamentalisme agama adalah fenomena yang terjadi
pada setiap agama tidak hanya dapat dijumpai dalam tradisi monoteisme saja.
Fenomena ini dapat ditemukan dalam tradisi Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan
Sikh. Hal tersebut menjadi bantahan terhadap pandangan para sarjana yang
mengidentikan bahwa fundamentalisme agama adalah fenomena kahas pada
tradisi monoteisme. Khususnya Islam diluar Yahudi ataupun Krsiten. Efek dari
hal tersebut, Islam secara ideologis berkembang pesat dan memiliki pengaruh
dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, maupun strategi. Pendapat para
sarjana Barat, bahwa fenomena Fundamentalisme Islam memeberikan sikap
skeptis dan curiga terhadap nilai-nilai dari luar Islam (Barat khususnya) Karen,
Amstrong (2009).

Istilah Fundamentalisme Islam kemudian mengalami kritikan dan

ketidaksepakatan, alasan paling mendasar karena istilah tersebut lahir dalam



tradisi Kristen. Robert Garaudy menjelaskan bahwa fundamentalisme adalah
fenomena melampaui persoalan agama dalam artian juga membahas hal lain
diluar agama, seperti bidang politik, sosial, dan budaya. Dalam perspektif kaum
fundamentalisme adalah suatu pandangan yang dikonstruksi secara mendasar
kaitannya dengan keyakinan, dalam praktik keagamaan-politik, bagaimana
pemahaman itu utuh dan menjadi fokus strategis. Secara utuh dan integral menjadi
dasar bahwa fundamentalisme ialah gerakan yang prinsipil yang menjelajah dan
mencakup pada berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama.
Namun terjadi penyimpangan makna dari makna hakiki, dan kerusakan terjadi
pada makna yang populer saat ini. Fundamentalisme secara dominan banyak
disalahartikan dengan pertimbangan ideologi kelompok, otoritas keilmuan, dan
rujukan-rujukan penafsiran agama yang terbatas (Garaudy, 1993).

2. Pengertian Radikalisme

Istilah radikalisme berasal dari bahsa Latin radix yang berarti akar,
pengkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat
keras untuk menuntut perubahan. (Muslih, 2015) Dalam bahasa Inggris, kata
radikal memiliki makna ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, fundamental.
Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang mengenut paham radikal.
(Widiana, 2012). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme
berarti “(1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran
yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengna cara kekerasan
atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Dalam Kamus Politik, yang
dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-
akarnya, dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang
dihasilkan oleh usaha tersebut. (Roger, 2013).

Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau
kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung
perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan
perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan

dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme



karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya
tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun
banyak yang mengaitkan radikalisme dengan Agama tertentu, pada dasarnya
radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran Agama.

3. Pengertian Terorisme

Pengertian dan definisi mengenai terorisme sampai sekarang masih
menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga
dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan
definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan
definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut
hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.
Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang
orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias
menimbulkan kengerian. Tentu saja kengerian di hati dan fikiran korbannya.
Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bias diterima secara
universal. Pada dasarnya istilah terorisme adalah sebuah konsep yang memiliki
konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya
pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orangorang tidak berdosa (Abdul
Wabhid, 2000).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa terorisme
adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat,
menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik. Pengertian
terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention On The
Suppression Of Terrorism (ECST) di eropa tahun 1977 terjadi perluasan
paradigma arti dari Crimes Against State menjadi Crimes Againt Humanity.
Crimes Againt Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu
keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada
dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, Crimes Againt Humanity masuk
kategori Gross Violation Of Human Rights yang dilakukan sebagai bagian

serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui serangan itu ditujukan



secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan kepada jiwa yang
tidak bersalah sebagaimana halnya terjadi di bali. Sedangkan definisi teroris yang
dikemukakan dalam the arab convention on the supression of terorism (1998)
mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan
tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau
koletif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai
mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan
untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau
menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya
nasiona Muladi. (2002).

Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk
kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan
bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat
luas (Amdul, Wahid, 2004). Sedangkan berdasarkan buku petunjuk teknik tentang
anti teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang
menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan. Dalam Pasal 1 Perpu
No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( sekarang
sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bahwa terorisme adalah perbuatan
melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan
kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral,
harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau
suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi
kehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat,
lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan,
perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian
terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang
terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir

sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tentang terorisme di



atas segala bentuk tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan karena ciri utamanya
ialah;

4. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk
menciptakan ketakutan publik.

5. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompo masyarakat
tertentu.

6. Memerintah anggotanya dengan cara teror juga.

7. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan
cara yang sistematis dan terorganisir.

8. Teror sendiri memiliki definisi umum dan hal itu sesuai dengan ciri utama di
atas bahwa terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang
dilakukan untuk menciptakan rasa takut di kalangan sasaran, biasanya
pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya (Abdul Wahid,
2004).

9. Sebab-Sebab Munculnya Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme

Penafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan tekstual adalah
satu di antara faktor yang menyebabkan munculnya gerakan fundamentalisme
yang dianggap sebagai respon terhadap modernisme dan postmodernisme
(https://www.nu.or.id/post/read/38155/pemahaman-rigid-faktor-penyebab-
gerakan-fundamentalisme). Mengacu pada pengertian fundamentalisme,
radikalisme di atas, paham ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor
penyebab, diantaranya:

1. Faktor Pemikiran
Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala
sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan
menggunakan kekerasan.

2. Faktor Ekonomi
Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai

negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak
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karena masalah ekonomi maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk

meneror manusia lainnya.

3. Faktor Politik
Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya
berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok
masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok
tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan
keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan.

4. Faktor Sosial
Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas
ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada
tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis
pada hidup mereka.

5. Faktor Psikologis
Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab
radikalisme. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci
dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis.

6. Faktor Pendidikan
Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalis di
berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang
memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di
dalam diri seseorang.

Jika diidentifikasikan, maka ada faktor eksternal lain juga yang
memepengaruhi hal di atas, yaitu lingkungan, kondisi sosial, kondisi politik, dan
faktor eksternal lain, kemudian ada juga faktor internal, yaitu motivasi untuk
memberontak, pemahaman yang keliru terhadap suatu ideologi, dan delusi
superhero. Di antara kedua kategori faktor itu, yang mana sebetulnya yang paling
berpengaruh? Baiklah, jika disebut paling berpengaruh mungkin tidak tepat,
karena harus melibatkan perangkat analisis statistika. Kita katakan, faktor mana

yang dinilai paling berperan dalam membentuk seseorang menjadi teroris?. Faktor



ketidakadilan penguasa dalam distribusi ekonomi, itu sesungguhnya tumpang-
tindih. Jika dilihat dari arahnya, dapat disebut faktor eksternal. Tapi, bisa juga
disebut faktor internal. Sebab, ini melibatkan persepsi yang sangat subjektif.
Pemerintahan dalam suatu negara bisa dipersepsi negatif, dan bisa juga dipersepsi
positif, tergantung dari pemahaman seseorang. Faktor pemahaman terhadap suatu
ajaran ideologi juga berperan besar. ldeologi di sini bukan saja agama, tapi
ideologi dalam arti luas. Komunisme itu ideologi, bisa melahirkan paham
terorisme juga. Agama belum disebut ideologi ketika agama itu hanya yang
bersifat ritual ibadah personal. Tapi, ketika agama direpresentasikan dengan
sebuah gerakan sosial, nah itu baru disebut ideologi --dan, disebut ibadah juga tapi
ibadah sosial yang penilaian dan penafsiran terhadap hal tersebut sangat beragam.

Faktor internal lain yang tidak boleh diabaikan yaitu kadar delusi
superhero. Setiap orang memiliki kecenderungan ini, namun dengan kadar yang
berbeda. Ketika kita ingin berpartisipasi agar mampu mengubah masyarakat,
memberantas kejahatan secara cepat, memberikan yang lebih banyak pada orang
lain dengan memberikan pengorbanan yang banyak, itulah kecenderungan
superhero. Dalam kadar tertentu kecenderungan tersebut dikategorikan normal,
sebab manusia adalah makhluk sosial. Menjadi tidak normal ketika kadar delusi
superhero ini berlebihan. Ada dorongan di dalam diri untuk mengubah tatanan
sosial agar terjadi keteraturan sesuai dengan persepsi pribadi yang diinginkan
secara cepat. Tindakan radikal diambil untuk mewujudkan itu. Kalau pun harus
mengorbankan nyawanya sendiri ia rela. Inilah delusi superhero akut. Bidadari,
masuk surga, martir itu sesungguhnya hanya bumbu penyedap saja yang
melengkapi delusi superhero. Atau, dalam kasus tertentu, bisa jadi pemantik yang
jitu dalam berbuat radikal. Namun, tetap pijakannya adalah masalah psikis, yaitu
delusi superhero tadi. Yang paling parah adalah ketika banyak variabel internal
bersatu, dan didorong dengan faktor eksternal. Dan, kehidupan selalu begitu.
Suatu tindakan lahir sering dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkumpul
menjadi satu. Ketika delusi superhero seseorang sudah akut, ditambah lagi adanya
pemahaman tentang faktor politik dan ideologi yang ditanamkan secara kuat,

kemudian didorong karena rasa dendam, kebencian mendalam pada suatu sistem



atau rezim, maka dipastikan orang yang mengalami hal itu akan dengan sangat
mudah untuk berbuat tindak pidana teror. Pemahaman tentang ini penting untuk
merumuskan kebijakan yang seperti apa sesungguhnya yang harus dijalankan oleh
para perumus kebijakan dalam menanggulangi masalah terorisme. Penegakan
hukum saja tidak cukup. la sifatnya responsif. Sementara terorisme sifatnya
progresif dan dinamis. Akan gagal jika hanya penegakan hukum.

UU Terorisme yang berlaku sekarang belum mampu menyentuh ke faktor
internal itu. Deradikalisasi yang banyak dipuji karena telah banyak
mengembalikan para teroris ke jalan yang benar, masih banyak celah kelemahan.
Itu karena deradikalisasi pun masih bersifat responsif. Hanya menyasar pada para
eks teroris. Terorisme tentu bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Dia
memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh. Penyebab terorisme perlu dikenali
karena ini berkait dengan upaya pencegahannya. Berikut adalah beberapa hal yang
menjadi sebab terorisme (http://www.meteck.org/causesTerrorism.html ):

1. Kesukuan, nasionalisme/separatisme
Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada
suatu bangsa yang ingin memerdekan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula
sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas,
yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi.Bom-bom yang dipasang di
keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror
semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

2. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (Poverty and economic

disadvantage, globalisation).
Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu
memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan
natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibilang “miskin dari
sononya”. Orang yang tinggal di tanah subur akan cenderung lebih makmur
dibanding yang berdiam di lahan tandus. Sedang kemiskinan struktural adalah
kemiskinan yang dibuat. Ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan
kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya

potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.
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3. Non demokrasi
Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme.
Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk
menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat
sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat
merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara.Hal serupa tentu tidak terjadi di
negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi
masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan
represif terhadap rakyatnya. Keterkungkungan ini menjadi kultur subur bagi
tumbuhnya benih-benih terorisme.

4. Pelanggaran harkat kemanusiaan
Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam
masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya
karena warna kulit, agama, atau lainnya.Kelompok yang direndahkan akan
mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang
lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.

5. Radikalisme agama
Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia
banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik
karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan
kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama
sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya. Menganggap
bahwa dunia ini sedang dikuasi kekuatan hitam, dan sebagai utusan Tuhan mereka
merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkeraman tangan-tangan
jahat.

6. Disaffected intelligentsia
Rubenstein menguraikan aspek menarik lainnya yang terjadi di negara-negara
demokrasi liberal Barat dalam bukunya Alchemists of Revolution (1987),
meskipun tidak selalu menanut negara dengan pemerintahan demokratis. Ada dua
hal yang ingin saya perhatikan. Pertama, tesis Rubenstein bahwa penyebab utama

terorisme adalah ketidakpuasan, ketidakpuasan, inteligensia yang berada dalam
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krisis sosial dan moral yang tidak dapat memobilisasi massa. Ini adalah
“penyebab internal utama terorisme, yang menentukan filosofi, taktik, dan
konsekuensinya” (Rubenstein, 1987). Ketika stratifikasi sosial yang kaku
menghancurkan harapan akan transformasi sosial, maka hadir bahan untuk
memulai atau bangkitnya aktivitas teroris dalam upaya untuk berhubungan
kembali dengan massa yang mereka klaim untuk diwakili dan dicita-citakan untuk
dipimpin.

10. Dampak Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme

Pertama, mengabaikan pesan terpenting agama-agama yang mengajarkan
keluhuran dan kerukunan. Dalam Islam, prinsip ini dikenal sebagai rahmatan lil
‘alamin. Manusia selalu mengidamkan keamanan, keselamatan, dan ketenteraman.
Islam diturunkan sebagai rahmat seluruh alam. Kedua, merusak persatuan sesama
warga negara. Bahkan juga merusak persatuan sesama umat beragama.
Pengalaman Irlandia dan Brigade Merah di Italia cukup sebagai bukti. Ketiga,
mengakibatkan penderitaan bagi manusia yang tidak berdosa. Ada yang cacat
permanen dan menderita trauma berkepanjangan yang diakibatkan oleh pelaku
yang tak bertanggung jawab. Keempat, membenihkan budaya kekerasan, padahal
agama mengajarkan cinta kasih. Di dalam ajaran Islam isyarat kepada kekerasan
saja sudah dilarang keras. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa
menunjuk kepada saudaranya dengan benda tajam, maka sesungguhnya para
malaikat melaknatnya sampai ia melepasnya, meskipun saudara seayah dan
saudara seibu,”. Kelima, membuka peluang bagi orang-orang yang tidak paham
jadi menertawakan ajaran agama. Hukum Indonesia sangat tegas dalam hal yang
berkaitan dengan penistaan agama, karena negara ini berdasar atas ketuhanan
Yang Maha Esa. Keenam, menjebak pelakunya ke dalam pemikiran sempit di
dalam beragama, sehingga bersikap berlebih-lebihan di dalam agama. Ini dilarang
oleh Nabi Muhammad SAW “Wahai manusia, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-
lebihan (ghuluw) dalam agama, karena sesungguhnya yang menghancurkan

orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agama.
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Berikut beberapa bahaya radikalisme dan terorisme yang berkembang

dalam masyarakat:

11. Memakan banyak nyawa
Adanya aksi terorisme yang tujuan awalnya untuk memerangi orang yahudi atau
yang tidak beragami Islam, tetapi justru dari penyerangan tersebut lebih banyak
orang Islam yang ikut melayang nyawanya dibanding sasaran yang akan
dimusnahkan. Hal ini jika dalam ilmu akuntansi maka dinamakan tidak balance
(tidak seimbang). Contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia yaitu bom bunuh
diri di Bali dan di Jakarta. Dalam kasus ini jutru banyak salah sasaran terjadi
hingga menghilangkan nyawa banyak orang yang bukan merupakan sasaran dari
penyerangan tersebut. Bagi para terorisme dan radikalisme hal ini dianggap
sebagai resiko dari jihad, tetapi harusnya mereka berpikir kembali berapa banyak
nyawa yang tidak bersalah melayang. Justru mereka akan mendapat dosa lebih
banyak dibanding pahala yang didapat. Dan dalam Islam yang benar tidak ada
konsep bunuh diri itu benar dalam kasus apapun.

12. Meresahkan banyak umat
Adanya gerakan terorisme dan radikalisme ini meresahkan banyak orang karena
mereka melakukan penyerangan dengan tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan
terlebih dahulu. Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin
resah dan merasa tidak tenang karena keamanan mereka terancam. Padahal
membuat resah dan ketidaknyamanan banyak orang merupakan kegiatan
mengganggu tatanan hidup orang banyak. Hal ini menurut hukum negara tidak
benar dan menurut hukum agama Islam yang benar juga tidak benar.

13. Menimbulkan banyak kerusakan
Saat terjadi penyerangan para kaum terorisme dan radikalisme kepada sasaran
yang mereka anggap sebagai musuh, maka akan menimbulkan banyak kerusakan
di bumi. Kerusakan tidak hanya terjadi pada hal fisik seperti gedung atau
bangunan tetapi juga kerusakan moral para pemuda. Kerusakan fisik seperti
bangunan sering sekali terjadi karena mereka sering melakukan penyerangan
dengan alat yang benar-benar menghancurkan gedung seperti bom. Dengan bom

yang mereka ledakkan maka bangunan akan runtuh dan akan menimbulkan
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kerugian banyak pihak. Kerusakan yang terjadi tersebut tidak ada yang mau untuk
bertanggung jawab, apalagi para kaum terorisme dan radikalisme, mereka hanya
menyerang dengan asal mendapatkan sasaran dapat meninggal. Untuk urusan atau
kerugian lain mereka tidak akan peduli.

14. Menimbulkan kerugian ekonomi
Adanya gerakan terorisme dan radilkalisme jelas akan menimbulkan kerugian
ekonomi. Kerugian yang terjadi bisa pada pihak pemerintah, swasta ataupun
perorangan. Pemerintah jika seperti jalan rusak atau gedung yang mereka bom
adalah gedung milik pemerintah. Kerugian pada pihak swasta misalnya jika para
teroris menyerang tempat-tempat yang merupakan usaha swasta. Hal ini justru
akan sangat menyakitkan pihak swasta. Kemudian kerugian yang lain bisa terjadi
juga pada pihak orang perorangan hal ini bisa terjadi jika usaha perorangan atau
rumah atau barang milik perorangan ikut hancur akibat ulah yang mereka buat.
Dalam satu kasus juga bisa terjadi kerugian ekonomi pada ketiga pihak yaitu
pemerintah, swasta dan perorangan. Kerugian ini jika dinominalkan ke nilai
rupiah tentunya akan sangat banyak.

15. Menghilangkan rasa saling kasih sayang
Gerakan terorisme ini mengajarkan seseorang bertindak dengan kekerasan, seakan
mereka bukan manusia yang mempunyai hati. Mereka dengan tanpa melihat
langsung menghancurkannya. Padahal orang yang mereka serang mereka anggap
sebagai musuh yang bersalah belum tentu benar-benar bersalah. Mereka
melakukan hakim sendiri dengan menuduh orang salah. Apalagi jika non islam
maka mereka dengan mudahnya untuk melakukan penyeranga. Padahal yang
benar menurut Islam melakukan penyerangan dibolehkan jika orang lain
mengganggu, seandainya tidak maka haram membunuhnya.

16. Menghancurkan nasionalisme bangsa
Adanya gerakan ini sudah tentu akan menghancurkan nasionalisme bangsa.
Mereka melakukan penyerangan pada masyarakat sendiri yang memang
merupakan saudara sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan yang akan
semakin menghancurkan nasionalisme bangsa. Para pemuda harusnya diajarkan

untuk saling menghormati, menerima perbedaan serta saling menyayangi agar
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jiwa nasionalisme semakin tinggi, bukan malah diajarkan peperangan. Jika alasan
karena berjihad, maka berjihad banyak jalan lain yang bisa dilakukan selain
dengan penyerangan yaitu bisa dengan jalan perbaikan ekonomi atau perbaikan
tingkat pendidikan.
17. Meracuni pikiran anak bangsa
Adanya gerakan terorisme dan radikalisme tentu akan menjadi racun para pikiran
anak bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang sebaiknya diberikan contoh
yang baik yaitu saling rukun dan gotong-royong bukan malah melakukan
penyerangan. Yang dilakukan oleh para teroris akan menyebabkan anak bangsa
dengan tidak langsung berpikir keras. Anak muda pemikirannya masih susah
terkendali sehingga jika ada yang melakukan penyerangan sering mereka
terpancing emosi untuk melakukan penyerangan balik. Hal inilah yang menjadi
kekhawatiran terhadap para generasi penerus selanjutnya.
18. Mencoreng nama baik Islam

Terorisme dan radikalisme yang melakukan jihad dengan kekerasan tentu akan
mencoreng nama lIslam. Islam yang sebenarnya itu agama yang penuh kasih
sayang, tidak kaku serta peduli terhadap sesama, bukan seperti terorisme yang
tidak mau menerima perbedaan. Terorisme memang banyak timbul dan lahir dari
Islam, tetapi disini perlu digaris bawahi bahwa Islam yang mereka anut
merupakan Islam yang tidak benar paham dan alirannya. Mereka melakukan jihad
dengan menghalalkan segala cara, sedangkan Islam yang benar yaitu melakukan
jihad dengan baik yaitu tidak memusnahkan budaya atau horistik masyarakat,
tetapi justru akan membawa budaya dan mengarahkannya ke jalan Islam sehingga
masyarakat akan menerima Islam dengan baik tanpa menggunakan kekerasan dan

Islam akan diterima dengan baik dalam masyarakat.

19. Kebijakan Minimalisasi Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme
Pendekatan lunak (soft approach) Pendekatan lunak (soft approachi lazim

dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen

dan pembinaan masyarakat tingkat mabes dan kewilayahan yang mencakup

kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan
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sekadar menerapkan peraturan. Selanjutnya perlu tindakan preventif bukan
reaktif, pendekatan interagensi dan memperkuat kewaspadaan masyarakat agar
tidak terpengaruh terorisme dan tidak bersimpati kepada gerakan terorisme.
Pemerintah sebaiknya menyelesaikan akar masalah lokal (seperti dalam kasus
Poso dan daerah konflik lainnya) serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk
mengidentifikasi daerah dan masyarakat yang terkena paham radikal untuk
menetralkannya. Sistem keamanan lingkungan yang pernah ada dengan wajib
lapor bagi orang asing bisa dihidupkan lagi. Di sisi pendidikan, perlu pengayaan
kurikulum pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.

Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa
terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme
lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau
pola pikir yang dianggap salah. Caranya dengan memberikan pengalaman baru
yang didapat bukan dari medan perang, tetapi dari kehidupan sosial lewat
interaksi antarmanusia secara terbuka dan inklusif agar mendapat pemahaman
yang benar soal jihad dan terorisme. Dalam memerangi terorisme harus
mempertimbangkan hukum, sosial, dan budaya bangsa karena bila tidak justru
akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Oleh karena itu, strategi
mengatasi terorisme akan berbeda antarnegara. Pendekatan lunak adalah upaya
deradikalisasi yang dilakukan Polri secara lintas sektoral terhadap akar kejahatan
terorisme. Caranya dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat lewat deteksi
dini, upaya pencegahan, serta pembinaan terhadap para eks pelaku teror dan
pendukungnya. Prioritas dalam pendekatan ini adalah para keluarga serta
komunitas para teroris yang telah ditindak. Tidak semua kekerasan dapat
dipadamkan melalui tindak kekerasan. Penanggulangan terorisme membutuhkan
kebijakan yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kebijakan maupun
pelaksanaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh. Pada dasarnya
penanggulangan terorisme tidak hanya terkait penindakan saja, tetapi juga terkait
aspek lain yang melibatkan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian

Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian
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Komunikasi dan Informasi, BIN, unsur-unsur TNI di daerah, serta unsur lainnya.
Pemangku kepentingan lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, juga perlu dilibatkan.

Menangkal teroris dengan pendekatan lunak akan lebih berdampak positif.
Caranya dapat dimulai dengan mendekati eks para pejuang dari Afganistan,
Filipina, dan dari negara lain yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintah juga
harus mampu merangkul pondok pesantren ataupun organisasi kemasyarakatan
Islam dalam mengontrol masuknya ideologi yang keliru dalam memaknai jihad
dan penghalalan cara untuk membunuh orang lain. Perlu ditegaskan oleh
Kementerian Agama bahwa para teroris bukanlah produk agama karena semua
agama mengajarkan kebaikan. Berbagai cara harus dilakukan untuk menyadarkan
bahwa tindakan teroris itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun sehingga tidak
ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil, dan
bangsa lain. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain
melaksanakan pendekatan lunak secara komprehensif dalam menyelesaikan kasus
terorisme itu. Pendekatan ini yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan
mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk
menghadapinya.

Implementasi memerangi aksi terorisme dilakukan dalam bentuk
resosialisasi, reintegrasi, dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah
tidak diskriminatif dan perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak
untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang
diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, diperlukan keberanian
masyarakat luas untuk segera melapor bila menemukan indikasi atau kejadian
yang mengarah pada tindakan terorisme. Dari semua uraian di atas tampaknya
sudah sangat mendesak untuk secara terintegrasi pemerintah melaksanakan
operasionalisasi serta implementasi dari semua kebijakan, konsep, dan
rekomendasi yang telah ada agar bermanfaat langsung. Pendekatan lunak melalui
deradikalisasi juga didukung oleh penjelasan Riki Marjono yang merujuk
pendapat para pakar hukum, antara lain sebagai berikut.Bahwa dalam konstelasi

politik Indonesia, masalah radikalisme semakin membesar karena pendukungnya
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juga makin meningkat. Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah
sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologis) para penganutnya. Tetapi,
ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia
mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisir
fundamentalisme dihalangi oleh kekuatan politik lain karena dalam situasi itu
radikalisme akan diiringi oleh kekerasan.

Berdasarkan uraiannya di atas, Riki Marjono menyimpulan bahwa
Penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidananya yang berat tidak
akan dapat membumihanguskan kejahatan terorisme. Sebaliknya akan
menimbulkan radikalisme berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya
dengan modus yang berbeda agar tidak dicurigai oleh aparat kepolisian maupun
intelijen negara. Konsep deradikalisasi adalah sebuah terobosan dalam
menanggulangi kejatahan terorisme. Implementasi konsep tersebut adalah sebagai
upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir masyarakat
khususnya bagi pelaku teror. Namun, dalam realisasinya tentu tidak mudah karena
hal ini berkaitan langsung dengan keyakinan pribadi yang eksistensinya ingin
direalisir dalam bentuk kebijakan sebuah negara. Sikap fanatisme adalah sumber
dari sikap radikal yang mengejawantah dalam berprilaku di tengah-tengah
masyarakat.

Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah
proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan
masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan, melembaga dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah.
Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk
meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Perubahan
paradigma dalam menangani permasalahan terorisme harus dilakukan, tindakan
refresif hanya akan menyelesaikan dalam jangka pendek dan setelah itu akan
tumbuh dan berkembang tanpa disadari di luar pengetahuan yang sewaktu-waktu
akan meledak. Perubahan paradigma tersebut adalah sosiological Jurisprudence

yang menitikberatkan pada mengungkap pelanggaran terhadap UU Anti
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Terorisme sebagai fenomena sosial dan meneliti kembali bekerjanya undang-

undang tersebut dalam menumpas kegiatan terorisme
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